BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUJIAN BERKALA

Menimbang

Mengingat

KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72
Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun
2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran



Menetapkan

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang

Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5317), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6642);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji
Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1296);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun
2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Wonogiri Nomor 166).

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI WONOGIRI TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN
BERMOTOR.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

10.

Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.

Bupati adalah Bupati Wonogiri.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah
Daerah.

Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dishub
adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri.
Kepala Dinas adalah Kepala Dishub Kabupaten
Wonogiri.

Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang
digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin
selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor
angkutan orang yang memiliki tempat duduk paling
banyak 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi
atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 ({tiga ribu
lima ratus) kilogram.

Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan
orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8
(delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang
beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus)
kilogram.

. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang

dirancang sebagian atau seluruhnya untuk
mengangkut barang.

Rumah-Rumah adalah bagian dari Kendaraan
Bermotor jenis Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil

Barang, atau sepeda motor yang berada pada landasan



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

berbentuk ruang muatan, baik untuk orang maupun
barang.

Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut
barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana
itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh
Kendaraan Bermotor.

Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut
barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian
bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor
penariknya.

Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian
kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau
komponen Kendaraan Bermotor, kereta gandengan,
dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan
terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor
yang dilakukan secara berkala terhadap setiap
Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, Kereta
Tempelan yang dioperasikan di jalan.

Sertifikat Uji Tipe yang selanjutnya disebut SUT adalah
sertifikat sebagai bukti bahwa Kendaraan Bermotor,
kereta gandengan, Kereta Tempelan telah lulus uji tipe.
Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disebut
SRUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa setiap
Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, Kereta
Tempelan, yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau
diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja
yang sama/ sesuai dengan tipe kendaraan yang telah
disahkan dan memiliki SUT.

Penguji Kendaraan Bermotor adalah petugas yang
diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak
secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.
Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik
yang dimiliki oleh seseorang, berupa seperangkat

pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, dan



perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk
melaksanakan tugas keprofesionalannya.

19. Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor adalah
jenjang keterampilan dan/atau keahlian yang
diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan Penguji
Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh
lembaga pendidikan dan pelatihan yang ditunjuk oleh
Menteri, dan dibuktikan dengan sertifikat Kompetensi
dan tanda kualifikasi teknis penguji Kendaraan

Bermotor.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai petunjuk
pelaksanaan dalam penyelenggaraan Pengujian Berkala

Kendaraan Bermotor di Daerah.

Pasal 3

Uji Berkala bertujuan untuk:

a. memberikan jaminan keselamatan secara teknis
terhadap penggunaan Kendaraan Bermotor wajib Uji
Berkala di jalan;

b. mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari
kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh
penggunaan Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala di
jalan; dan

c. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4
Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan Bupati ini
meliputi:

a. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;



o

Tidak Lulus Uji Dan Keberatan Hasil Uji;
Numpang Uji;

o o

Mutasi Uji;

L

Unit Pengujian dan Tenaga Penguiji;

s

Penghapusan Kendaraan Wajib Uji; dan

g. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB 11
PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5
(1) Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta
Tempelan yang akan dioperasikan di jalan wajib
dilakukan Uji Berkala.
(2) Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan terhadap:
a. Mobil Penumpang Umum,;
b. Mobil Bus;
c. Mobil Barang;
d. Kereta Gandengan; dan
e. Kereta Tempelan.
(3) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. Uji Berkala pendaftaran kendaraan wajib Uji
Berkala;
b. Uji Berkala pertama; dan
c. Uji Berkala perpanjangan masa berlaku.

Pasal 6
Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenai
biaya pengujian berkala sesuai dengan tarif retribusi

Pengujian Kendaraan Bermotor.



Pasal 7

Bagan alur pengujian berkala Kendaraan Bermotor

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam

Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pendaftaran Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 8

Pemohon dapat mengajukan permohonan Uji Berkala

kepada unit pelaksana Uji Berkala dengan cara:

a. datang dan mengajukan permohonan secara

langsung melalui loket yang terdapat pada unit

Pengujian Kendaraan Bermotor di Daerah ; atau

b. mengajukan permohonan secara online melalui

website e-kir Dishub.

Pasal 9

(1) Untuk melakukan Uji Berkala pendaftaran kendaraan

wajib Uji Berkala, pemohon mengajukan permohonan

kepada unit pelaksana Uji Berkala sesuai domisili

dengan dilengkapi persyaratan sebagi berikut:

a. persyaratan untuk Kendaraan Bermotor:

1.

membawa Kendaraan Bermotor yang akan diuji
ke wunit pelaksana Uji Berkala Kendaraan

Bermotor;

. salinan/fotokopi surat keterangan identitas

pemilik Kendaraan Bermotor dengan

menunjukkan aslinya;

. salinan /fotocopy surat Tanda Nomor Kendaraan

Bermotor (STNK) dengan menunjukkan aslinya;

4. sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) asli;

salinan/fotocopy pengesahan rancang bangun

Kendaraan Bermotor; dan



b.

6. membayar biaya Uji Berkala Kendaraan
Bermotor sesuai tarif retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor.

persyaratan untuk Kereta Gandengan atau Kereta

Tempelan:

1. membawa Kereta Gandengan atau Kereta
Tempelan yang akan diuji ke unit pelaksana Uji
Berkala Kendaraan Bermotor;

2. salinan/fotokopi surat keterangan identitas
pemilik Kendaraan Bermotor dengan
menunjukkan aslinya;

3. salinan/fotocopy Sertifikat Registrasi Uji Tipe
(SRUT) dan/atau pengesahan rancang bangun
Kendaraan Bermotor; dan

4. membayar biaya Uji Berkala Kendaraan
Bermotor sesuai tarif retribusi Pengujian

Kendaraan Bermotor.

(2) Untuk melakukan Uji Berkala pertama, pemohon

mengajukan permohonan dengan disertai persyaratan

sebagi berikut:

a.

membawa Kendaraan Bermotor yang akan diuji ke
unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
dalam kondisi teknis siap untuk diuji;

mengisi formulir pendaftaran;

salinan/fotokopi kartu keterangan identitas
pemilik Kendaraan Bermotor dengan menunjukkan
aslinya;

salinan/fotocopy surat Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor (STNK) dengan menunjukkan aslinya
untuk Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala;
bukti lulus uji pendaftaran Uji Berkala; dan
membayar biaya Uji Berkala Kendaraan Bermotor
sesuai tarif retribusi Pengujian Kendaraan

Bermotor.



(3) Untuk melakukan Uji Berkala perpanjangan masa

(1)

(2)

berlaku, pemohon mengajukan permohonan dengan

disertai persyaratan sebagi berikut:

a. membawa Kendaraan Bermotor yang akan diuji ke
unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
dalam kondisi teknis siap untuk diuji;

b. mengisi formulir pendaftaran;

c. salinan/fotokopi kartu keterangan identitas
pemilik Kendaraan Bermotor dengan
menunjukkan aslinya;

d. salinan/fotocopy surat Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor (STNK) dengan menunjukkan aslinya
untuk Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala;

e. bukti lulus uji Uji Berkala yang habis masa
berlakunya; dan

f. membayar biaya Uji Berkala sesuai tarif retribusi

Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 10

Pemohon dapat mengajukan permohonan Uji Berkala

kendaraan wajib Uji Berkala secara online

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan cara

mengakses website e-Kir Dishub yang beralamat di

www.ekir.wonogirikab.go.id.

Setelah mengajukan permohonan Uji Berkala secara

online dan pembayaran retribusi uji berkala, pemohon

datang ke unit Pengujian Kendaraan Bermotor Daerah
sesuai tanggal uji yang ditentukan dengan disertai
persyaratan sebagi berikut:

a. membawa Kendaraan Bermotor yang akan diuji ke
unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
dalam kondisi teknis siap untuk diuji;

b. mengisi formulir pendaftaran;

c. salinan/fotokopi kartu keterangan identitas pemilik
Kendaraan Bermotor dengan menunjukkan

aslinya;



d. salinan/fotocopy surat Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor (STNK) dengan menunjukkan aslinya
untuk Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala;

e. bukti lulus uji Uji Berkala yang habis masa
berlakunya; dan

f. bukti pembayaran biaya Uji Berkala sesuai tarif

retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 11
Tampilan website e-kir dan pendaftaran online
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pembayaran Retribusi

Pasal 12

(1) Pemohon membayar retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor  setelah  mendapatkan  kode  billing
pembayaran dari Bank Jateng.

(2) Pembayaran retribusi Uji Berkala dapat dilakukan
melalui:
a. ATM Bank Jateng;
b. teller Bank Jateng;
c. ibanking Bank Jateng;
d. QRIS Bank Jateng;
€. agen Laku Pandai Bank Jateng; dan
f. non tunai dengan mesin Electronic Data Capture

(EDC) di loket pembayaran.

(3) Contoh kode billing sebagaimana dimaksud pada Ayat
(1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.



Bagian Keempat

Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Pengujian Laik Jalan

Pasal 13
Setelah membayar retribusi Pengujuan Kendaraan
Bermotor, pemohon datang ke unit Pengujian Kendaraan

Bermotor Daerah dan menunjukkan bukti pembayaran.

Pasal 14
Untuk memperlancar serta mempermudah pemeriksaan
dan pengujian, Kendaraan Bermotor yang akan diuji

harus dalam keadaan bersih.

Pasal 15
Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat {3) huruf b dan huruf ¢ meliputi:
a. pemeriksaan dan pengujian fisik, berupa:
1. pengujian persyaratan teknis; dan
2. pengujian persyaratan laik jalan.

b. pengesahan hasil uji pada bukti lulus Uji Berkala.

Pasal 16

(1) Pengujian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 huruf a angka 1 merupakan kegiatan
pengujian dengan atau tanpa peralatan uji untuk
memastikan  pemenuhan  terhadap  ketentuan
persyaratan teknis Kendaraan Bermotor

(2) Pengujian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. susunan;
b. perlengkapan;
c. ukuran;
d. Rumah-Rumah; dan
e. rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai

dengan peruntukannya.



(3) Pengujian persyaratan teknis dengan atau tanpa

(4)

peralatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan secara:

a.

visual; dan

b. manual.

Pengujian secara visual sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi:

a. nomor dan kondisi rangka Kendaraan Bermotor;

b. nomor dan tipe motor penggerak;

C.

1.

kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan

bakar, pipa saluran bahan bakar;

.kondisi sistem converter kit bagi Kendaraan

Bermotor yang menggunakan bahan bakar

bertekanan;

. kondisi sistem baterai, untuk Kendaraan Bermotor

menggunakan energi penggerak listrik;
kondisi dan posisi pipa pembuangan, kecuali

Kendaraan Bermotor listrik baterai;

. ukuran roda dan ban serta kondisi ban;

. kondisi sistem suspensi;

kondisi sistem rem utama;

. kondisi penutup lampu dan alat pemantul cahaya;

.kondisi panel instrumen pada dashboard

kendaraan;

kondisi kaca spion;

m. kondisi spakbor;

n. bentuk bumper;

0.

P.

keberadaan dan kondisi perlengkapan kendaraan,;

rancangan teknis kendaraan sesuai
peruntukannya;
. keberadaan dan kondisi fasilitas tanggap darurat

khusus untuk Mobil Bus; dan

. kondisi badan kendaraan, kaca, engsel, tempat

duduk, perisai kolong, pengarah angin untuk Mobil

Barang bak muatan tertutup.



()

(6)

(1)

(2)

Pengujian secara manual sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi:

a. kondisi penerus daya;

o

. sudut bebas kemudi;

c. kondisi rem parkir;

d. fungsi lampu dan alat pemantul cahaya;

e. fungsi penghapus kaca;

f. tingkat kegelapan kaca;

g. fungsi klakson;

h. kondisi dan fungsi sabuk keselamatan;

i. ukuran kendaraan; dan

j. ukuran tempat duduk, bagian dalam kendaraan,
dan akses keluar darurat khusus untuk Mobil Bus.

Dalam hal pengujian persyaratan teknis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kereta

Gandengan dan Kereta Tempelan paling sedikit

meliputi:

a. pengukuran berat;

b. pengukuran dimensi;

c. pemeriksaan alat penggandeng (kopling);

d. pemeriksaan sambungan listrik dan sambungan

tekanan udara atau hidrolik dari mobil penarik

kereta Gandengan atau Kereta Tempelan; dan

e. pemeriksaan konstruksi.

Pasal 17

Pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 huruf a angka 2 dilakukan
dengan pengukuran kinerja minimal Kendaraan
Bermotor berdasarkan ambang batas laik jalan.
Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan ambang
batas laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib menggunakan peralatan uji.

Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit meliputi uji:



B oo

5@t 0

i.

emisi gas buang termasuk ketebalan asap gas
buang, kecuali untuk Kendaraan Bermotor listrik
baterai;

tingkat kebisingan suara klakson dan/atau
knalpot;

kemampuan rem utama;

kemampuan rem parkir;

kincup roda depan;

kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;

akurasi alat penunjuk kecepatan;

. kedalaman alur ban; dan

daya tembus cahaya pada kaca.

(4) Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan terhadap Kereta Gandengan dan

Kereta Tempelan paling sedikit meliputi:

a.
b.

C.

uji kemampuan rem;
kedalaman alur ban; dan

uji sistem lampu.

Bagian Kelima
Bukti Lulus Uji

Pasal 18

Pelaksanaan pengujian berkala Kendaraan Bermotor

dinyatakan lulus Uji Berkala apabila memenuhi:

a. persyaratan administrasi;

b. persyaratan teknis Kendaraan Bermotor; dan

c. persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor

Pasal 19

(1) Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, atau Kereta

Tempelan yang dinyatakan lulus uji sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 diberikan bukti lulus uji

berupa kartu uji dan tanda uji.



(2)

(3)

(1)

(1)

(2)

Kartu uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:

a. kartu uji elektronik; dan

b. kartu uji nonelektronik.

Tanda uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa stiker dengan pengaman.

Pasal 20

Pengesahan hasil uji pada bukti lulus Uji Berkala
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b
diberikan oleh Penguji Kendaraan Bermotor sesuai
dengan tingkat keahlian, wewenang, tanggung jawab,
dan tingkat jenjang Kompetensi yang dimiliki.

Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui penandatanganan kartu uji

oleh Penguji Kendaraan Bermotor.

BAB III
TIDAK LULUS UJI DAN KEBERATAN HASIL UJI
Bagian Kesatu
Tidak Lulus Uji

Pasal 21
Dalam hal Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan,
atau Kereta Tempelan dinyatakan tidak lulus uji,
penguji harus menerbitkan surat keterangan tidak
lulus wji.
Surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis
kepada pemilik Kendaraan Bermotor, Kereta
Gandengan, atau Kereta Tempelan dengan
mencantumkan:
a. item yang tidak lulus uji;
b. alasan tidak lulus uji;
c. perbaikan yang harus dilakukan; dan
d. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.



(3) Pemilik Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan,
atau Kereta Tempelan wajib melakukan perbaikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

(4) Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, atau Kereta
Tempelan yang dinyatakan tidak lulus uji dan telah
dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) wajib melakukan uji ulang sesuai dengan
waktu dan tempat yang ditetapkan dalam surat
keterangan tidak lulus uji.

(5) Terhadap permohonan uji ulang yang telah melewati
batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
pemohon wajib melakukan pendaftaran Uji Berkala

sebagai pemohon baru.

Pasal 22
Format surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Keberatan Hasil Uji

Pasal 23
Dalam hal pemilik Kendaraan Bermotor, Kereta
Gandengan, atau Kereta Tempelan tidak menyetujui surat
keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (1), pemilik dapat mengajukan keberatan
kepada pimpinan unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan

Bermotor yang bersangkutan.

Pasal 24
(1) Pengajuan keberatan terhadap surat keterangan tidak
lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan

tidak menerima atau keberatan atas hasil uji kepada



pimpinan unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan
Bermotor.

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan paling lama 2 (dua) hari kerja
terhitung sejak surat keterangan tidak lulus uji

diterima.

Pasal 25
(1) Pimpinan unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan
Bermotor harus memberikan jawaban tertulis
terhadap surat keberatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 paling lambat 2 (dua) hari kerja
terhitung sejak surat keberatan dari pemilik diterima.
(2) Jawaban tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berisi menerima atau menolak keberatan pemohon

beserta alasannya.

BAB IV
NUMPANG UJI

Pasal 26
(1) Dalam keadaan tertentu pengujian berkala kendaraan
wajib Uji Berkala dapat dilakukan pada unit pelaksana
pengujian berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain.
(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain:

a. masa berlaku Uji Berkala telah jatuh tempo
sedangkan Kendaraan Bermotor sedang berada di
luar daerah domisili pemilik kendaraan;

b. kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena
tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan
sehingga harus melakukan kewajiban uji ulang,
sebelurn habis masa berlakunya;

c. peralatan uji di unit pelaksana pengujian berkala
Kendaraan Bermotor sesuai domisili Kendaraan

Berrnotor yang bersangkutan terdaftar sedang



(1)

(2)

dalam keadaan rusak atau tidak berfungsi
sebagaimana
mestinya; atau

d. unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan

Bermotor sesuai domisili tidak terakreditasi.

Pasal 27

Untuk melakukan pengujian berkala Kendaraan

Bermotor wajib Uji Berkala yang terdaftar di daerah

lain pada unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan

Bermotor Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

26 ayat (1), pemilik Kendaraan Bermotor harus

memenuhi persyaratan:

a. membawa Kendaraan Bermotor yang akan diuji ke
unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
dalam kondisi teknis siap untuk diuji;

b. mengisi formulir pendaftaran;

c. surat keterangan persetujuan numpang uji dari
unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
tempat Kendaraan Bermotor yang bersangkutan
terdaftar;

d. salinan/fotokopi kartu keterangan identitas pemilik
Kendaraan Bermotor dengan menunjukkan
aslinya;

e. salinan/fotocopy surat Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor (STNK) dengan menunjukkan aslinya
untuk Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala;

f. bukti lulus wuji Uji Berkala yang habis masa
berlakunya; dan

g. membayar biaya Uji Berkala sesuai tarif retribusi
pengujian kendaraan.

Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ dapat dilakukan melaltui sistem elektronik.



(1)

(2)

Pasal 28
Untuk melakukan pengujian berkala Kendaraan
Bermotor wajib Uji Berkala yang terdaftar di Daerah
pada unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan
Bermotor daerah lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (1), pemilik Kendaraan Bermotor harus
memenuhi persyaratan:

a. mengisi formulir pendaftaran;

b. salinan/fotokopi kartu keterangan identitas
pemilik Kendaraan Bermotor;

c. salinan/fotocopy surat Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor (STNK) untuk Kendaraan Bermotor
wajib Uji Berkala; dan

d. salinan/fotokopi bukti lulus uji Uji Berkala yang
habis masa berlakunya.

Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala yang telah
disetujui oleh pimpinan unit pelaksana pengujian
berkala Kendaraan Bermotor Daerah untuk
melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor
pada unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan
Bermotor daerah lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan surat keterangan persetujuan

numpang uji.

Pasal 29

Format surat keterangan persetujuan numpang uji

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.



(1)

(2)

(1)

(2)

BABV
MUTASI UJI

Pasal 30
Perubahan identitas pemilik kendaraan wajib Uji
Berkala wajib dilaporkan kepada unit pelaksana Uji
Berkala Kendaraaan Bermotor sesuai domisili pemilik.
Perubahan identitas sebagaimana dimaksud ayat (1)
berupa perubahan kepemilikan dan/ atau perubahan

alamat pemilik.

Pasal 31

Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala dari daerah lain
yang melakukan Perubahan identitas sebagaimana
dimaksud Pasal 30 ayat (1) menjadi domisili di Daerah
wajib didaftarkan di unit pelaksana Uji Berkala
Kendaraaan Bermotor Daerah.
Untuk melakukan Uji Berkala pendaftaran kendaraan
wajib Uji Berkala yang melakukan Perubahan identitas
sebagaimana dimaksud ayat (1} menjadi domisili di
Daerah, pemohon mengajukan permohonan kepada
unit pelaksana Uji Berkala Daerah dengan dilengkapi
persyaratan sebagi berikut:

a. membawa Kendaraan Bermotor yang akan diuji ke
unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
dalam kondisi teknis siap untuk diuji;

b. mengisi formulir pendaftaran;

c. surat keterangan persetujuan mutasi uji dari unit
pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
tempat Kendaraan Bermotor yang bersangkutan
terdaftar;

d. salinan/fotokopi kartu keterangan identitas
pemilik Kendaraan Bermotor dengan
menunjukkan aslinya;

e. salinan/fotocopy surat Tanda Nomor Kendaraan

Bermotor (STNK) terbaru dengan menunjukkan



(1)

(2)

(3)

aslinya untuk Kendaraan Bermotor wajib Uji
Berkala;
f. kartu induk Uji Berkala dari unit pelaksana Uji
Berkala Kendaraan Bermotor tempat Kendaraan
Bermotor yang bersangkutan terdaftar;
bukti lulus uji Uji Berkala; dan

7

h. membayar biaya Uji Berkala sesuai tarif retribusi

pengujian kendaraan.

Pasal 32

Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala yang terdaftar

di unit pelaksana Uji Berkala Kendaraaan Bermotor

Daerah dan melakukan Perubahan identitas

sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) menjadi

domisili daerah lain, wajib melakukan permohonan
surat keterangan persetujuan mutasi uji di unit
pelaksana Uji Berkala Kendaraaan Bermotor Daerah.

Untuk melakukan permohonan surat keterangan

persetujuan mutasi uji sebagaimana dimaksud ayat

(1), pemilik Kendaraan Bermotor harus memenuhi

persyaratan:

a. mengisi formulir pendaftaran;

b. salinan/fotokopi kartu keterangan identitas
pemilik Kendaraan Bermotor dengan
menunjukkan aslinya;

c. salinan/fotocopy surat Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor (STNK) dengan menunjukkan aslinya
untuk Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala;

d. surat fiscal antar daerah; dan

e. bukti lulus uji Uji Berkala.

Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala yang telah

disetujui oleh pimpinan unit pelaksana pengujian

berkala Kendaraan Bermotor Daerah untuk
melakukan mutasi uji pada unit pelaksana pengujian
berkala Kendaraan Bermotor daerah lain sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), diberikan surat keterangan



persetujuan mutasi uji dan disertakan semua berkas
administrasi kendaraan yang bersangkutan untuk
dikirimkan ke unit Pengujian Kendaraan Bermotor

yang baru.

Pasal 33
Format surat keterangan persetujuan mutasi uji
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

BAB VI
UNIT PENGUJIAN DAN TENAGA PENGUJI
Bagian Kesatu

Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 34

Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Daerah mempunyai

tugas antara lain:

a. pengumpulan dan pengolahan data kendaraan wajib
uji di wilayah Daerah;

b. pelaksanaan pelayan pengujian berkala Kendaraan
Bermotor;

c. pengawasan dan pengendalian kendaraan wajib uji;

d. melaporkan hasil kegiatan pengujian berkala
Kendaraan Bermotor;

e. penyelenggaraan koordinasi, pengendalian dan
pengawasan serta evaluasi pelaksanaan Uji Berkala
Kendaraan Bermotor; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan yang
berlaku.



Bagian Kedua

Tenaga Penguji Kendaraan Bermotor

Pasal 35

Pemimpin unit Pengujian Kendaraan Bermotor

mempunyai tugas:

a.

(1)

(2)

memimpin dan mengawasi prosedur pelaksanaan
Pengujian Kendaraan Bermotor;

menerbitkan surat keterangan mutasi uji dan surat
pengantar numpang uji;

membuat laporan pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan

Bermotor;

. menerbitkan rekomendasi-rekomendasi berkaitan

dengan pelaksanaan tugasnya;

menandatangani berita-berita acara berkaitan dengan
pelaksanaan tugasnya; dan

melaporkan pelaksanaan tugas-tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 36
Uji Berkala kendaraan bermotor harus dilakukan oleh
penguji yang memiliki Kompetensi di bidang Pengujian
Kendaraan Bermotor secara berjenjang.
Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan
b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

(3) Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas:

a. melaksanakan pemeriksaan persyaratan teknis
dan pengujian laik jalan Kendaraan Bermotor;

b. menentukan daya angkut Kendaraan Bermotor;

c. mengesahkan hasil uji;

d. pemberian tanda bukti lulus Uji Berkala dan



(4)

()

(1)

(2)

(3)

(4)

e. melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan
Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan
ketentuan yang berlaku.

Pejabat penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada pemimpin unit Pengujian

Kendaraan Bermotor.

Penunjukan penguji yang berwenang mengesahkan

hasil uji sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3)

huruf c ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala

Dinas.

BAB VII
PENGHAPUSAN KENDARAAN WAJIB UJI

Pasal 37
Kendaraan wajib Uji Berkala yang tidak melakukan Uji
Berkala selama 2 (dua) kali masa berlaku Uji Berkala,
dihapus dari daftar kendaraan wajib Uji Berkala.
Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah pimpinan unit pelaksana Uji
Berkala Kendaraan Bermotor memberikan peringatan
tertulis.
Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) berupa:
a. peringatan pertama,;
b. peringatan kedua; dan
c. peringatan ketiga.
Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a diberikan 30 (tiga puluh) hari kalender
sejak masa berlaku Uji Berkala berakhir.

(9} Peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf b diberikan 30 (tiga puluh) hari kalender

sejak diterbitkan peringatan pertama.



(6)

(7)

(2)

Peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf ¢ diberikan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak
diterbitkan peringatan kedua.

Dalam hal setelah peringatan ketiga sampai dengan 2
(dua) kali masa Uji Berkala tidak melakukan Uji
Berkala, kendaraan dihapus dari daftar kendaraan

wajib Uji Berkala.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38
Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan
pengawasan atas pelaksanaan pengujian berkala
Kendaraan Bermotor.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi kegiatan pemantauan dan penilaian atas
penyelenggaraan pengujian berkala Kendaraan

Bermotor.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan

Bupati Wonogiri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
(Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 3)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya

memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini



dengan penempatannnya dalam Berita Daerah

Kabupaten Wongiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 27 September 2022

) BUPATI WONOGIRI,%

Diundangkan di Wonogiri,
pada tanggal 27 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI




LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUJIAN
BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

BAGAN ALUR PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUJIAN
BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

TAMPILAN WEBSITE E KIR DAN PENDAFTARAN ONLINE

SISTEM INFORMASI
PENGUJIAN

KENDARAAN BERMOTOR
KABUPATEN WONOGIRI

=

& PENDAFTARAN ONLINE
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LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUJIAN
BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

KODE BILLING PEMBAYARAN RETRIBUSI

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR ANTRIAN

Tanggal Daftar

Permohonan Uiji
No Uji

No Kendaraan
Pemohon
Retribusi

00000000

Struk ini digunakan untuk proses selanjutnya
Simpaniah baik-baik

Keselamatan Tanggung Jawab Kita Bersama
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LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUJIAN
BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK LOLOS UJI

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Raden Mas Said No. 2 Wonogiri 57601
Tclpon (0273) 321 147, Faks. (0273) 321147
(@

b.go.id Website : www.dishub. wono&!nknb .RO. .id

RAT L S
Nomor:
Pada hari ...... , tanggal ...... bulan...... tahun ...... bertempat di ...... yang bertanda tangan

dibawah ini:

Nama D00 S AR S SRS AERARAS NS A G RNF DRSNS S ORISR INREBSISOS IR R SS SO HR RSNSOI AN
NRP O L T T T T T L T e LT T o P Ty T T L L o]
Jabatan PRI SRR 1 - N SR RR N PRIt S USRNSSR SRS - I8

Menyatakan bahwa kendaraan bermotor:

Nomor Uji
Nomor Kendaraan
Merck

Tipe

Jenis

Nomor Rangka
Nomor Mesin
Nama Pemilik
Alamat Pemilik

Dengan hasil pemeriksaan persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan, terdapat komponen yang
tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagai berikut:

No Item Uji Hasil Uji Alasan Penolakan Rckomendasi
Perbaikan

| " | —
dst.

Berdasarkan data hasil pemeriksaan persyaratan teknis dan persyaratan laikjalan di atas maka
kendaraan tersebut dinyatakan TIDAK LULUS UJI.
Demikian keterangan ini dibuat, selanjutnya kepada pihak pemilik kendaraan agar memperbaiki

komponen terscbut dan melakukan uji ulang sebelum tanggal ...... feonesd e
Yang membuat keterangan
Penguji...... (diisi tingkat kompetensi)
e

= “z“ PATI WONOGIRI,
7 P _A
/,, \//—\ / \




LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUJIAN

BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

FORMAT SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN NUMPANG UJI

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Raden Mas Said No. 2 Wonogiri 57601

Telpon (0273) 321 147, Faks. (0273) 321147
Email : dishub@wonogirikab.go.id Website : www.dishub.wonogirikab.go.id

PERSETUJUAN NUMPANG UJI KENDARAAN BERMOTOR
NOMOR. 551.12/

Berdasarkan permohonan pemilik kendaraan bermotor dibawah ini ;
Nama Pemilik
Alamat
Jenis Kendaraan
Merk dan Type Kendaraan
Tahun Pembuatan
Nomor Uji / Pemeriksaan
Nomor Kendaraan
Nomor Chasis / Rangka
Nomor Mesin

SETUJU/ TIDAK KEBERATAN UNTUK DIUJI

PADA KANTOR /DINAS PERHUBUNGAN
KOTA/KABUPATEN  ........ccee

Setelah diuji, hasil ujinya / pemeriksaan segera dikirim kepada kami secepatnya
persetujuan uji ini diberikan untuk 1 ( satu ) kali uji.

Wonogiri, ..........cc.c.......
a.n. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KEPALA BIDANG ANGKUTAN,
TEKNIK SARANA DAN PRASARANA,
N e e
l,.-;'.:::f',‘; — 'ZBUPATI WONOGIRI, %
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